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Dana BOS Bermasalah Administratif
Ratusan Kepsek Di Sulsel Mundur

Sebanyak 326 kepala sekolah
(kepsek) di Sulawesi Selatan (Sulsel)

dan
lembaga terkait, termasuk BPK dan

adanya temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terkait pengelolaan

Aparatur S

diduga melakukan pelanggaran harus

sesuai

baru bisa di jil
ada hasil pemeriksaan berkekuatan
hukum yang menyatakan hal

tersebut. Kalau sudah mengarah ke
proses hukum, itu bukan ranah dan
saya. Yang jelas, kami

mEIaIul proses
yang berlaku.

lah, lana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
yang bermasalah secara
administratif.
Kepala Dlnas Pendidikan (Dlsdlk)

Dari sini kemudian muncul
pexistiwa mundur massal para
kepsek. Namun, ia menegaskan,

tidak semua temuan BPK itu otomatis

sulsel Igbal
pihaknya melakukan evaluasi
terhadap kepsek berdasarkan hasil

jung pada proses hukum.
"Sejauh ini tidak ada indikasi
penggelapan dana BOS. Istilah

HETIFAH SJAIFUDIAN, Ketua Komisi X DPR

Bisa Berdampak Buruk
Bagi Dunia Pendidikan

66

admi

Kondisi ini harus menjadi
bahan evaluasi terhadap
sistem tata kelola pen:
khuzusnya terkait beban
iistrasi dan pengelolaan
keuangan sekolah.

mengikuti aturan serta kebijakan
yang berlaku,” kata Iqbal.

Wakil Ketua Komisi X DPR
Lalu Hadrian Irfani

ka

gan, seperti dana BOS yang
hermasalah.

"Kami memandang bahwa
mundurnya kepala sekolah di
Sulawesi Selatan merupakan
persoalan yang perlu dicermati
secara serius dan proporsional,”

ujar pria yang akrab disapa Ari ini.

Ketua Komisi X DPR Hetifah

dievaluasi
Sementara itu, Kornas Jaringan
Pemantau Pendidikan Indonesia
(JPPI) Ubaid Matraji menilai,
mundur massal dari jabatan kepsek
merupakan pilihan yang rasional.
Sebab, jika tidak mundur, mereka
berpotensi terlilit perkara hukum.
Untuk mengetahui lebih jauh
Ubaid

fenomena mundurnya 326 kepsek
di Sulsel usai temuan BPK perlu
dicermati secara serius. Apalagi,

adanya
fenomena mundur massal para

Ma(ra]l dan Hetifah Sjaifudian

kepsek ini
ini bakal berdampak buruk bagi

mundur massal
para kepsek di Sulsel, berikut

BPK adanya

66

ikan,

Ratusan kepsek di Sulsel secara
massal mengundurkan diri dari

Apa Anda
atas fenomena ini

Pengunduran d
sekalah di Sulaw

al
siini harus anju:ll i
evaluasi terhadap sistem tata ke-
lola pendidikan. Knusuanya terkat
beban

perlu mem:
transisi dan penunjukan pelaksana tu-
yang berjalan baik agar kegiatan
belajar mengajar tidak terganggu.

keuangan sekolah,

persoulan,

DPR, apa yang akan Anda lakukan
ke depannya?

Kami sclalu mendorong dalam
setiap rapat kerja dengan Pes
maupun kepada Pemerintah Dacrah

ada setiap kunjungan kerja ke dac-
: melakukan pemetaan akar
memperk

erintah

pdd.n

kapasitas

Peristiwa ini menjadi perin:
agi kita akan perlunya evalua

kelola dana BOS,

harus tetap dit

pengelolaannya juga perlu dibuat

derhana. mudah dipahami

Berarti harus segera ditangani

. pengun-
arberpoten-
si menimbulkan ketidakpastian dalam  lebil
kepemimpinan sekolah yang pada
akhimya dapal memengaruhi efektivitas

memadai

BOS. Apa. Anda?

Prinsip akuntabilitas
an, namun sistem

L
para ke
jalankan tugasny
d.mAkunub e

an sckolah, serta meningkatkan
i pembinaan dan peng

a profesional
qus tetap fokus

dan didukung yang  pad

r tidak menimbulkan

fa
bagi peserta didik. m REN

Jadi Alarm Keras Bagi
Tata Kelola Pendidikan

Mundur massal adalah
pilihan rasional terakhir
untuk menyelamatkan diri,
harga diri, dan keluarga
mereka dari jeratan hukum
akibat ulah para oknum.

massal adalah alarm keras bagi tat;
kLlUld pendidikan kita. Jabatan kepala

dan kmem\mpmAn instruksional kini
berubah menjadi jabatan yang penuh
siko administratif dan rentan terha

dap intervensi, Ini m
ke- am"” karena mereka merasa
ik lagh memili
wasan, yang aman dan profesional.

Kepala sckolah dipilih
e kompetensi pedagogik dan

dunia harus

layanan beban y rlebihan Aps pendapat Anda mengenal  keperimpinan
bagi kepala sekolah peristiwa mundurnya ratusan kep- F
hmgmpermmnx] sek di Sulsel? s publik ya
mknlah jika terus dibiarkan? Sehagai pimpinan Komisi X Mundumnya kepala sekolah secara  rus laporan SPJ {Sura b

rumit

dialihkan
tal melal

dilakul

akan bentuk  lan;
(nota fisik. kuitansi
vendeor sendiri). pel
mark-up. atau k

Kosistem kerja

Menurut Anda, apa masalahnya?
Ada persoalan meng
administratif versus teliti

nai beban

Kornas JPPI

Namun
bat, mereka dipaksa menjadi

tanggung
jawaban) keuangan yang sangat

Belanja satuan pendidikan wajib
penuhnya ke sistem digi-  ada
SiPLah (Sistem Informasi
Pengadaan Sckul ). tidak boleh lagi

an secara manual. Jika be-
wasih dllaKutkon secars mamial
nanual, mencari
ang main mata,
alahan administratif
menjadi sangat besar.

Berarti k\paln sekolah harus
dalam

begity,  of Iangaung tercatat:dangan rop,
transparan. dan terintegrasi dengan
ARKAS (Aphkm Reticons Keg
dan Anggaran Sckolah).
Ketika sekolah melakukan pengad:
an barang/jasa atau menerima dana hi
Enkantin scsid] etenicy, s
“pintu belakang” ya
jatah cashback. Lebih parah L‘L
i oknum
ng meminta

mengu-

nta

"
vendor tertentu yang harganya sudah
di-merrk-up.

Jika mereka menolak pert
cashback atau setoran, mercka akan
dipersulit secara birokrasi. diancam
dimutasi ke dacrah terpenci

sekolah, ya?

Iya, rekam jejak digital transak-

terus-menerus dicari kesalahannya
hingga tidak tenang bekerja. m ReN
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